
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang
Pembentukan Oaerah Tmgkat IJ dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran NF(r~r~ r:;> ........... hl.'. f_.I.

.
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam] bulan serclah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraruran
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintaban Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambaban Lembarcn Negara Republik
Indonesia Nomor 5587); Kepala Oaerah mengajukan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APSD kepada Dewan Perwakilan Rakyot
Daerch (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah

eUPATI OGAN KOMERlNG ILIR,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN

ANGCARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN2014

PERATURANDAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERlNG ILIR

NOMOR 1. TAHUN 2015

BUPATI OGAN KOMERING IllR

Mengingat: ].

Menimbang:



2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, KoJusi dan Nepotisme (Lembaran Negaxa
Rcpublik Indonesia Tabun 1999 Nornor 75, Tambaban
Lcmbaran Negara Republik lndonesta Nomor 3851):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara [Lernbaran Negara Republik Indoncsta Tabun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4286);

4. Undang-Undang Nornor 1 Tabun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nornor 5, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

S. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nornor 66, Tambahan Lcmbaron Negara Republik
indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 2S Tabun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Naaional [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104,
Tambahcnl.embaran Negara Republik Indonesia
Nemer 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Perimbagan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintab Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tabun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak
Oaerab dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tnhun 2011 ten tang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintnhan Daerab [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah ternkhlr dcngan Undang­
Undang nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua
alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Oaerah (LemblUan Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200 I tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Ne:gara
Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraruran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90.

Tambahnn Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemertntch Nomor 37 Tahun 2005 [en tang Perubahan
Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokcler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tembahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540);



18.Peraruran Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 rcntang
Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran
NegarQRepublik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Ncmor 65 Tahun 2005 ternang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tabun 2005 ten tang

Hibab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

14. Peraeuran Pemerintab Nomor 54 Tabun 2005 ten tang
Pinjrunan Daerah [Lembaran Negura Rcpublik Indonesia
Tabun 2005 Nomor 136, Tambahun Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraruran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbaagan (Lemberan Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraruran Pemertntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
$istem InJbnnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tcmbahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);



23. Peraruran Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 10 tcntang

Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)

24. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tal1un 2006
tentang Pedoman PengeJolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah bebcrapa kaJi terakhir dengan

Peraturan MenteriDalam NegeriNomor21 tahun 2012;

25. Peraruran Menteri Dolam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan
beJanjadaerah tahun 20J5;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor 22 Tahuo 2006 (enlang Pokok-pokok Pengelolaan
dan Pcrtanggungjawaban Keuangan Daerah [Lembaran

Daerah Kabupatcn Ogan Kornering Uir Tnhun 2007
Nomor 19);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

21. Peraruran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 {entang

Laporan Penyelenggaraan Pernerintah Dacrah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangnn Percanggungja\vaban
Kepala Daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemcrintah
Daerah kepada masyarakat (Lcmbaran Nesara Republik
tndonesia Tahun 2001 Nomor 19. Tambahan Lembaran

Negara Nomor4693);

22. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembegian Urusan Pemerintah Antara Pcmerinrah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota Nemer 28. Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor4737);



a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;dan

d. Catatan alas Laporan Keuangan.

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APSD berupa laporan keuangan
mernuat:

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN MGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAER.>.HTAHUN ANGGAR."N 2014

MEMUTUSKAN :

DEWAN PERWAK1LAN R.>J(¥ATDAER.AJi

dan

BUPATl OGAN KOMERINO ILIR

Dengan Persetujuan Bersama

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kornering HirNomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 20)4 (Lembamn
Daerah Kabupaten Ogan Komering !lir 'l'ahun 2014
Nomor 3);

28. Peraruran Daerah Kabupatcn Ogan Komcnng lIir Nomor 8
Tahun 20) 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupatcn Ogan Komering llir Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan

Komering llir Tabun 2014 l'\omor 8);



Rp. 1.545.632.351.662,00

Rp. 1.491.571.294.601,00b. Realisa.i

SetelahBelanjaa. Anggaran

Peruoahan

(2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi beianja sejumlah

Rp. 54.061.057.061,00 dengan rincian sebagai berikut:

21.735.234.695,91Rp.Selisih Lebih

Rp. 1.577.431.308.217,52b. Realisasi

Rp. 1.555.696.073.521,6JPerubahan

Urman laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

(l) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 21.735.234.695,91 dengan rincian sebagai berikut:
a. AnggaranPcndapatan Setclah

Pasal3

15.824.971.662.38Rp.

Pengetuaran

13.234.329)41,62

29.059.300.804,00------
Rp.

Rp.

Penerimaan

c. Pemblayaan

85.860.013.616.5'2Rp.Surplus

b. Selanja

Rp. 1.577.431.308.217,52

Rp. 1.491.571.294.601,00-------
a. Pendapatun

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dima.ksud dalarn Pasal 1 huruf a

Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

Pasal2

(2) Laporan keuangan sebagairnana dimaksud pacta ayat (1) dilampiri dengan

laporan kinerja dan lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerahj'per'usahaan daerah.



- - -
Rp. 4.004.729.766.185,55a. Jumlah Aset

Neraca sebagaimana dimaksud pada.Pasal 1 hurui b per 31 Desembcr
Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal4

-5.761.249.802,77Rp.Selisih

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pernbiayaan netto sejumlab
Rp. -5.761:249.802.77 dcngan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah
Per-ubaban Rp. -10.063.721.859.61

b. Realisasi Rp. -15.824.971.662.38

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Perubahan Rp. 29.059.300.804,00

b. Realisasi Rp. 29.059.300.804,00

Selisih Kurang Rp. 0,00

(5) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan reaiisasi pengeluaran
pernbiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 13.234.329.141.62

Rp. 5.761.249.802.77
b. Realisasi

Selisih Kurang

18.995.578.944,39Rp.
PernbiayaanAnggaran Penerimaan

Perubahan
a.

(4) Selislh anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasl penerimaan
pembiayaan scjumlah Rp. 5.761.249.802,77 dengan rincian sebagai

berikut:

b. Realisasi

a. Surplus setetan Perubahan Rp. 10.063.721.859,61

Rp. 85.860.013.616.52

Rp. 75.796.291.756.91Selisih Kurang

sejumlo.h(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus

Rp. 75.796.291.756,91 dengan rincian sebagai bcrikut:



Laporan realisasi Anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisaai anggaran menurut
urusan pcmerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanju dan pembiayaan:

Rekapirulasi reallsasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Lampiran 1.3

Lampimn 1.2

Lampiran 1.1

a. Lampiran I

Pertanggungiawaban peiaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraruran Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 7

Catalan atas iaporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d
tahun anggaran memuat informasi baik secara kuantitanf maupun
kualitatif atas pes-pes laporan keuangan.

Pasal 6

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari
Tnhun 2014 Rp. 3.909.118.364.03

b. Arua Kas dan Aktivitas Operasi Rp. 529.632.313.289,76
c. Arue Kas dari Aktivitas Investas]

Asct Non KeU.l\ngan Rp. -443.772.299.673,24
d. Arus Kas dari Aktivilas Pembiayaan Rp. -19.734.090.026,41
c. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp. 0,00

f. SaJdoKasAkhir Per 31 Descmber
Tabun 2014 Rp. 70.035.041.954,14

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk

tahun yo.ng beraknir """'pili dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai
berikut:

Pasal 5



Bupati menetapkan Peraruran tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai rincian lebih

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasnl9

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah.

b.Ikhtisar laporan kcuangan badan usaha milik daerahyperusahaan
daerah tercanrum dalarn Lampiran Vl Peraturan Daerah,

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 ayat (2)
terd iri dari :

Pasal8

Catalan Atas Laporan Keuangan

Laporan Arus Kas

DoJtar realisasl penambahan dan pcngurangan
assct Iainnya:

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun ansgar"" berikutnya;

DaClardana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasodaerah,

Neraca

Rekapitutast rcahsnsi anggaran belanja dacrah
un tuk keselarasan dan keterpaduan UiU$M

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengetclaan keuangan daerah:

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal linvestasi) daerah;

Dofmr realisasi penambahan dan pengurangan
asset tetap daerah:

d. Larnpiran IV

c. Lampiranill

Lampiran 1.10

Lampiran I.J I

b. Lampiran IJ

Lam piran 1.9

Lampiran 1.8

Lampiran 1.5

Larnpiran I.6

Lampiran I.7

Larnpiran 1.4



NOREG PERATURAN DABRAl! KABI./PATEN OGAN KOMERJNG ILIR

PROvrNSISU~"TERA SEl..""TANNOMOR 12/0KI/2015 TAHUN 2015

LEMBARAN DAERAH KABUPAT.EN OGAN KOMEruNG rUR TAHUN 2015
NOMOR.~ .

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggl>l;lS ~vsM' 20 I5

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Diterapkan di Ka.yuagung
pada tanggal ~ """'~ 2015

eu,~TI OGAN KOMERING ILlR,

~
ISKANPAR

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerlntahkan
pengundangan Peraruran Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabnpaten Ogan Komering Ilir.

pada tanggal

Pendapatan dan BelanjaPertMsgungjawaban Pelaksanaan Angge.ran
Daerah Tahun Anggaran 2014 mulai

Kabupaten Ogan Kemering IUr tentangPeraturan

PasaJ 10

•, .


